BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN MUTASI PEMINDAHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Mengingat :

1.

Tahun 2003 tentang Pemindahan antar instansi, maka
dalam rangka menata dan menertibkan pengelolaan mutasi
pemindahan sesuai kebutuhan jumlah, mutu, kompetensi
dan kualifikasi serta pemerataan penyebaran pegawai
aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Barru, dipandang perlu mengatur perpindahan pegawai
aparatur sipil negara baik perpindahan antar satuan kerja
perangkat daerah maupun dari, dalam dan keluar instansi

Pemerintah Kabupaten Barru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru
tentang Pedoman Mutasi Pemindahan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang~Undang‘ Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
108);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
164);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4574}

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13
Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil; '

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BARRU TENTANG PEDOMAN MUTASI
PEMINDAHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barru.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Barru.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barru.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barru.

Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan

ol

Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru;
Instansi di Luar Pemerintah Kabupaten Barru adalah instansi pemerintah
selain Pemerintah Kabupaten Barru;

a.

. Pegawai pindah adalah :

Pegawai negeri sipil Kabupaten Barru yang melakukan pindah tugas ke
instansi di luar Pemerintah Kabupaten Barru;

Pegawai negeri sipil di luar Pemerintah Kabupaten Barru yang
melakukan pindah tugas ke Pemerintah Kabupaten Barru; atau
Pengawai negeri sipil yang melakukan pindah tugas antar SKPD / Unit
Kerja di lingkungan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Barru.

Pegawai dipekerjakan / titipan adalah :

a.

Pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Barru yang ditugaskan ke
instansi pemerintah di luar Kabupaten Barru untuk jangka waktu
tertentu; atau

Pegawai negeri sipil instansi pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten
Barru yang ditugaskan ke Pemerintah Kabupaten Barru untuk jangka
waktu tertentu.

Formasi pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat formasi adalah

jumlah dan susunan pangkat pegawai negeri sipil yang diperlukan dalam

suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok
dalam jangka waktu tertentu.

10. Tim Baperjakat adalah Tim yang dibentuk untuk memberikan
pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal jabatan dan

kepangkatan pegawa negeri sipil.
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BAB II
PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Pemindahan Pegawai ASN

Pasal 2

(1) Perpindahan pegawai aparatur sipil negara antar satuan kerja di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru harus memenuhi persyaratan

meliputi :

(1)

a.
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surat permohonan pindah tugas disetujui oleh pimpinan satuan kerja /
kepala sekolah yang bersangkutan dan ditujukan kepada Bupati Barru;
memiliki masa kerja minimal 5 (lima) Tahun;

fotocopy SK Pengangkatan Calon PNS yang dilegalisir;

fotocopy SK Pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir;

fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;

fotocopy ijazah dan transkrip nilai terakhir yang dilegalisir;

fotocopy SK jabatan fungsional yang dilegalisir;

fotocopy SKP satu tahun terakhir yang dilegalisir;

rekomendasi persetujuan pindah dari Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barru bagi tenaga guru;

rekomendasi persetujuan pindah dari Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Barru bagi tenaga kesehatan dari UPTD Kesehatan
Kecamatan;

surat pernyataan tidak memiliki / menguasai barang inventaris
kantor/sekolah atau surat pernyataan bersedia menyerahkan barang

inventaris.

Pasal 3

Perpindahan pegawai aparatur sipil negara ke luar dari Instansi Pemerintah

Kabupaten Barru harus memenuhi persyaratan meliputi :

a.

o

surat permohonan pindah tugas setujui oleh pimpinan satuan kerja /
kepala sekolah yang bersangkutan dan ditujukan kepada Bupati Barru;
asli rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian /pejabat yang
berwenang yang dituju;

memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun;

fotocopy SK Pengangkatan Calon PNS yang dilegalisir;

fotocopy SK Pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir;
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fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;

fotocopy ijazah dan transkrip nilai terakhir yang dilegalisir;

fotocopy SK jabatan fungsional yang dilegalisir;

fotocopy SKP satu tahun terakhir dilegalisir;

fotocopy surat nikah bagi yang mengikuti suami dilegalisir oleh KUA;
fotocopy SK suami sebagai PNS/TNI/POLRI yang dilegalisir;

fotocopy SK tugas belajar bagi yang pernah mengikuti pendidikan tugas
belajar;

rekomendasi persetujuan pindah dari kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barru bagi tenaga guru;

rekomendasi persetujuan pindah dari Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Barru bagi tenaga kesehatan dari UPTD Kesehatan
Kecamatan;

surat pernyataan tidak memiliki barang inventaris kantor/sekolah;
surat keterangan tidak sedang dalam pendidikan tugas belajar dari
BKD Kabupaten Barru;

surat pernyataan tidak sedang memiliki utang piutang dengan pihak
Bank/Koperasi atau pihak lainnya dari bendahara gaji yang
bersangkutan diketahui oleh pimpinannya; dan

surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten Barru.

Pasal 4

Perpindahan pegawai aparatur sipil negara kedalam lingkungan Pemerintah
Kabupaten Barru harus memenuhi persyaratan meliputi :

a.
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surat permohonan pindah tugas disetujui oleh pimpinan satuan
kerja/kepala sekolah yang bersangkutan dan ditujukan kepada Bupati
Barru;

memiliki masa kerja minimal 5 (lima) Tahun;

fotocopy SK Pengangkatan Calon PNS yang dilegalisir;

fotocopy SK Pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir;

fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;

fotocopy ijazah dan transkrip nilai terakhir yang dilegalisir;

fotocopy SK jabatan fungsional tertentu bagi yang sedang/pernah
menduduki jabatan fungsional tertentu yang dilegalisir;

fotocopy SK pembebasan sementara dari jabatan fungsional tertentu di
luar jabatan fungsional guru yang dilegalisir;
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i. fotocopy SK jabatan struktural bagi yang sedang atau pernah
menduduki jabatan struktural dilegalisir;

j. fotocopy SK pemberhentian dari jabatan struktural bagi yang sedang
atau pernah menduduki jabatan struktural yang dilegalisir;

k. fotocopy SKP satu tahun terakhir dilegalisir;

Fotocopy surat nikah bagi yang mengikuti suami dilegalisir oleh KUA;

fotocopy SK suami sebagai PNS/TNI/POLRI dilegalisir;

fotocopy SK tugas belajar bagi yang pernah mengikuti pendidikan tugas

belajar;

rekomendasi persetujuan pindah dari kepala Dinas Pendidikan

P
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Kabupaten Barru bagi tenaga guru;

p. rekomendasi persetujuan pindah dari Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Barru bagi tenaga kesehatan;
surat pernyataan tidak memiliki barang inventaris kantor/sekolah;

r. surat keterangan tidak sedang dalam pendidikan tugas belajar dari
BKD Instansi asal;

s. surat pernyataan tidak sedang memiliki utang piutang dengan pihak
bank/koperasi atau lainnya dari bendahara gaji yang bersangkutan
diketahui oleh pimpinannya;

t. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat instansi asal;

u. surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani penjatuhan
hukuman disiplin dari inspektorat instansi asal;

v. berusia maksimal SO (lima puluh) Tahun.

Bagian Kedua
Tahapan Seleksi bagi Pegawai ASN Pindahan Masuk
ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru

Pasal 5

(1) Pegawai yang akan pindah masuk wajib mengikuti seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas.:

a. seleksi administrasi;
b. tes kemampuan penggunaan teknologi informasi; dan
c. tes wawancara.
(3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

dilakukan oleh Bidang Mutasi Pegawai BKD Kabupaten Barru.
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(4) Tes kemampuan penggunaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Bidang Data dan Informasi BKD
Kabupaten Barru.

(5) Tes wawancara oleh Tim Baperjakat Kabupaten Barru.

(6) Telahaan staf dilakukan oleh Bidang Pengembangan Pegawai BKD
Kabupaten Barru terkait dengan jumlah formasi tahun berjalan dan analisis
kebutuhan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.

Bagian Ketiga
Tata Cara Perpindahan

Pasal 6

(1) Calon pegawai pindah mengajukan surat permohonan pindah tugas
ditandatangani oleh bersangkutan dan disetujui pimpinannya yang
ditujukan ke pejabat pembina kepegawaian (Bupati Barru).

(2) Permohonan pindah tugas yang ditujukan ke pejabat pembina kepegawaian
wajib mendapatkan disposisi untuk dapat diproses lebih lanjut.

(3) Calon pegawai pindah masuk ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru
yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diundang untuk mengikuti
tes kemampuan pengunaan teknologi informasi.

(4) Calon pegawai pindah masuk ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru
yang dinyatakan lulus tes kemampuan menggunakan teknologi informasi
akan mengikuti tes wawancara.

(5) Calon pegawai pindah yang dinyatakan tidak lulus tahapan seleksi, maka
diberikan atau dikirimkan surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten yang ditandatangani oleh Kepala BKD atas nama
Bupati Barru.

(6) Berkas usulan calon pegawai pindah menjadi dokumen Pemerintah
Kabupaten Barru.

BAB III
PEGAWAI DIPEKERJAKAN/TITIPAN

Bagian Kesatu
Pasal 7

(1) Pegawai ASN dipekerjakan/titipan dari instansi di luar Pemerintah
Kabupaten yang akan ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten harus
memenuhi persyaratan:
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surat permohonan pindah tugas sebagai tenaga dipekerjakan/titipan
disetujui oleh pimpinan satuan kerja/kepala sekolah yang bersangkutan
dan ditujukan kepada Bupati Barru;

fotocopy SK Pengangkatan Calon PNS yang dilegalisir;

fotocopy SK Pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir;

fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;

fotocopy ijazah dan transkrip nilai terakhir yang dilegalisir;

fotocopy SK jabatan fungsional tertentu bagi yang sedang/pernah
menduduki jabatan fungsional tertentu yang dilegalisir;

fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir;

. fotocopy surat nikah bagi yang mengikuti suami yang dilegalisir dari

KUA;

fotocopy SK suami sebagai PNS/TNI/POLRI dilegalisir;

bagi pegawai ASN guru melalui Dinas Pendidikan untuk mendapatkan
rekomendasi persetujuan pindah dipekerjakan/titipan;

bagi PNS tenaga kesehatan melalui Dinas Kesehatan untuk
mendapatkan rekomendasi persetujuan pindah dipekerjakan/titipan;
surat keterangan tidak sedang dalam pendidikan tugas belajar dari BKD
Instansi asal / pejabat yang berwenang;

. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten instansi

asal/pejabat yang berwenang;
surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani penjatuhan
hukuman disiplin dari inspektorat instansi asal/pejabat yang

berwenang;

Pasal 8

(1) Pegawai ASN dipekerjakan/titipan di luar instansi Pemerintah Kabupaten
harus memenuhi persyaratan:

a.

o a0

g

surat permohonan pindah tugas sebagai tenaga dipekerjakan/titipan
disetujui oleh pimpinan satuan kerja / kepala sekolah yang
bersangkutan dan ditujukan kepada Bupati Barru;

asli rekomendasi sebagai tenaga dipekerjakan/titipan dari pejabat
pembina kepegawaian/pejabat yang berwenang jrang dituju;

fotocopy SK Pengangkatan Calon PNS yang dilegalisir;

fotocopy SK Pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir;

fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;

fotocopy ijazah dan transkrip nilai terakhir yang dilegalisir;
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g. fotocopy SK jabatan fungsional tertentu yang dilegalisir;

h. fotocopy SKP satu tahun terakhir dilegalisir;

i. fotocopy surat nikah yang mengikuti suami yang dilegalisir;

j. fotocopy SK suami sebagai PNS/TNI/POLRI dilegalisir;

k. fotocopy SK Tugas Belajar bagi yang pernah mengikuti pendidikan
tugas belajar;

1. bagi pegawai ASN guru melalui Dinas Pendidikan untuk mendapatkan
rekomendasi persetujuan pindah dipekerjakan/titipan;

m. bagi PNS Tenaga Kesehatan dari UPTD Kesehatan Kecamatan melalui
Dinas Kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan pindah
dipekerjakan/titipan; dan

n. surat pernyataan tidak memiliki barang inventaris kantor/sekolah;

Bagian Kedua
Tata cara Perpindahan

Pasal 9

(1) Calon pegawai pindah mengajukan surat permohonan pindah tugas
ditandatangani oleh bersangkutan dan disetujui pimpinannya yang
ditujukan ke pejabat pembina kepegawaian (Bupati Barru).

(2) Permohonan pindah tugas yang ditujukan ke pejabat pembina kepegawaian
wajib mendapatkan disposisi untuk dapat diproses lebih lanjut.

(3) Pegawai ASN yang dipekerjakan/titipan diwajibkan mengirim daftar
absensi/keterpenuhan jam kerja setiap bulannya ke instansi asal.

(4) Berkas usulan calon pegawai pindah menjadi dokumen Pemerintah
Kabupaten Barru

Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 10

(1) Jangka waktu penempatan pegawai dipekerjakan/titipan paling lama 2
(dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun sesuai
kebutuhan.

(2) Pegawai dipekerjakan/titipan dari Instansi di luar Pemerintah Kabupaten
yang akan memperpanjang jangka = waktu sebagai  pegawai
dipekerjakan/titipan harus memperoleh rekomendasi perpanjangan kembali
dari instansi asal paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka
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waktu sebagai pegawai dipekerjakan/titipan yang ditujukan kepada pejabat
pembina kepegawaian/pejabat yang berwenang.

(3) Pegawai dipekerjakan/titipan Pemerintah Kabupaten Barru yang
ditempatkan di Instansi di luar Pemerintah Kabupaten yang akan
memperpanjang jangkja waktu sebagai pegawai titipan harus memperoleh
persetujuan perpanjangan jangka waktu pegawai dipekerjaka/titipan dari
pejabat pembina kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum
berakhirnya jangka waktu sebagai pegawai dipekerjakan/titipan.

Bagian Keempat
Hak Pegawai Dipekerjakan/Titipan
Pasal 11

Hak pegawai dipekerjakan/ titipan diatur dengan dengan ketentuan sebagai

berikut :

a. pegawai dipekerjakan/titipan dari instansi di luar Pemerintah Kabupaten
Barru yang ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Barru gaji dan segala
yang terkait dengan urusan kepegawaian tetap menjadi tanggung jawab
instansi asal; dan

b. pegawai dipekerjakan/ titipan Pemerintah Kabupaten Barru yang
ditempatkan di Instansi di luar Pemerintah Kabupaten Barru, gaji dan
segala yang terkait dengan urusan kepegawaian tetap menjadi tanggung
jawab Pemerintah Kabupaten Barru;

Bagian Kelima
Kewajiban Pegawai Dipekerjakan/Titipan
Pasal 12

(1) Pegawai dipekerjakan/titipan dari insta.nsi di luar Pemerintah Kabupaten
Barru yang ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Barru harus
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan
Pemerintah Kabupaten Barru.

(2) Pegawai dipekerjakan/titipan dari Pemerintah Kabupaten Barru yang
ditempatkan di luar Pemerintah Kabupaten Barru harus mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan instansi yang
ditempati bertugas. i

(3) Mengirim laporan daftar absensi/ keterpenuhan jam kerja setiap bulannya
ke instansi asal.

(4) Menyerahkan nilai masing-masing unsur SKP ke instansi asal.
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(5) Melaporkan kepada Kepala BKD dan kepada pejabat yang berwenang pada
Instansi yang dituju setelah berakhirnya jangka waktu sebagai Pegawai
Dipekerjakan/Titipan.

(6) Khusus Pegawai dipekerjakan/titipan yang menduduki jabatan fungsional
berkewajiban mengirim Daftar Urut Kepangkatan (DUPAK) yang terbitkan
oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar perhitungan angka kredit oleh
Tim Penilai Angka Kredit pada instansi asal.

BABV

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
(1) CPNS tidak dapat mengajukan permohonan perpindahan baik antar SKPD
maupun antar instansi.
(2) Pejabat pembina kepegawaian dapat sewaktu-waktu melakukan
pemindahan PNS antar SKPD atau antar instansi dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Barru.

BAB V1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

BUPA 3
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Diundangkan di Barru
pada tanggal 20 Mel 201G

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

/_\

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB
BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2016 NOMOR .#4. ..



